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that although the ineffectiveness of marine conservation policy implementation in Wakatobi does

review method by examining various sources related to
conservation policies and area management. The findings indicate

not immediately revoke UNESCO status, ecosystem degradation and lack of community support
can reduce the management quality to a point that may no longer meet UNESCO standards. This
could potentially put Wakatobi's Biosphere Reserve status at risk if improvements in
coordination, law enforcement, and community involvement are not implemented promptly.
This study highlights the importance of collaborative governance between the government,
international organizations, and the community to maintain conservation effectiveness and
uphold Wakatobi's Biosphere Reserve status.

Keywords: UNESCO Biosphere Reserve, Wakatobi, marine conservation, global governance,
sustainable development.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara kebijakan konservasi laut dan
implementasinya terhadap status Cagar Biosfer UNESCO di Wakatobi, serta peran keterlibatan
masyarakat lokal dalam keberhasilan konservasi laut. Dengan pendekatan teori pembangunan
berkelanjutan dan tata kelola global, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan
konservasi laut diterapkan di tingkat lokal dan dampak keterlibatan masyarakat terhadap
keberlanjutan ekosistem laut. Data diperoleh melalui metode kualitatif berbasis kajian pustaka,
dengan menelaah berbagai sumber literatur terkait kebijakan konservasi dan manajemen
kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketidakefektifan implementasi
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kebijakan konservasi laut di Wakatobi tidak serta-merta mencabut status UNESCO, kerusakan
ekosistem dan kurangnya dukungan masyarakat dapat menurunkan kualitas manajemen
kawasan hingga tidak lagi memenuhi standar UNESCO. Hal ini berpotensi menempatkan status
Cagar Biosfer Wakatobi dalam risiko jika tidak segera diperbaiki melalui penguatan koordinasi,
penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat yang lebih baik. Penelitian ini menyoroti
pentingnya tata kelola yang kolaboratif antara pemerintah, lembaga internasional, dan
masyarakat untuk menjaga efektivitas konservasi dan mempertahankan status Cagar Biosfer
Wakatobi.

Kata kunci: Cagar Biosfer UNESCO, Wakatobi, konservasi laut, tata kelola global, pembangunan
berkelanjutan.

1. LATAR BELAKANG

Wakatobi, salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia.
Wakatobi adalah akronim dari empat pulau utama, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa,
Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Perairan Kepulauan Wakatobi berada di wilayah Cora/
Triangle atau "Segitiga Terumbu Karang", yang merupakan pusat keanekaragaman terumbu
karang dan hayati tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia menetapkan daerah
ini sebagai Taman Nasional Wakatobi melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 393 /Kpts-
VI/1996 dan dikuatkan lagi oleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 7651/Kpts-11/2002
pada 19 Agustus 2002 dengan mencakup area seluas 1.390.000 hektar. Setelah dinyatakan sebagai
Taman Nasional, pada Juli 2012, UNESCO sebagai Badan PBB yang bergerak di bidang
pendidikan dan kebudayaan, secara resmi menetapkan kawasan Taman Nasional Wakatobi
sebagai salah satu dari 621 Cagar Biosfer di dunia yang tersebar di 117 negara (Kemenhut, 2012).

Penetapan sebagai Cagar Biosfer UNESCO merupakan pengakuan atas kekayaan
keanekaragaman hayati Wakatobi dan keunikan wilayah yang tidak dimiliki daerah lain. Status
internasional ini memberikan pengakuan global atas peran vital Wakatobi dalam menjaga
kelestarian lingkungan laut, serta memberikan peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan
komitmennya terhadap pelestarian lingkungan di tingkat internasional. Sebagai bagian dari
Cagar Biosfer Dunia, Wakatobi tidak hanya menjadi objek konservasi alam tetapi juga berperan
sebagai laboratorium hidup untuk penelitian ilmiah, pendidikan, dan pembangunan
berkelanjutan. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Wakatobi diakui tidak hanya karena
keindahan alamnya, tetapi juga karena peran ekologis dan ilmiah yang sangat penting dalam
ekosistem laut global (Adimu et al., 2018).

Menurut Hugua, Bupati Wakatobi, ada tiga kepentingan yang dilindungi UNESCO dalam
menetapkan Taman Nasional Wakatobi sebagai pusat cagar biosfer dunia tersebut, yaitu kearifan
lokal masyarakat Wakatobi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Kearifan lokal yang dimaksud berkaitan dengan tradisi budaya masyarakat dalam menjaga dan
memanfaatkan alam secara bijaksana. Pelestarian lingkungan penting karena perairan Taman
Nasional Wakatobi memiliki keragaman terumbu karang dan biota laut yang sangat tinggi
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dibandingkan wilayah lain di dunia, dengan 750 dari total 850 spesies terumbu karang dunia
ditemukan di sana. Sebagai perbandingan, Laut Karibia hanya memiliki 50 spesies, sedangkan
Laut Merah memiliki 300 spesies. Untuk kepentingan ekonomi, Hugua menekankan perlunya
pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan oleh masyarakat tanpa merusak
keseimbangan lingkungan. Menurutnya, ketiga aspek ini menjadi alasan utama UNESCO
menetapkan kawasan Taman Nasional Wakatobi sebagai pusat cagar biosfer dunia (Utomo,
2012).

Dalam upaya pelestarian sumber daya laut di Wakatobi, kebijakan konservasi laut
disusun dan dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
masyarakat lokal. Kebijakan konservasi laut di Wakatobi, seperti di banyak kawasan konservasi
lainnya di Indonesia, umumnya ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berperan sebagai otoritas utama dalam
pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi. Kebijakan tersebut kemudian dilengkapi
dengan aturan-aturan spesifik dari pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan di
lapangan yang sesuai dengan kondisi lokal. Meskipun kebijakan konservasi telah dirancang
secara ideal melalui berbagai peraturan dan zonasi, pelaksanaan di lapangan sering kali
terhambat oleh lemahnya koordinasi antara otoritas pusat dan daerah, keterbatasan sumber
daya, serta kurangnya pengawasan yang memadai. Selain itu, keberhasilan konservasi laut tidak
hanya tergantung pada kebijakan formal tetapi juga peran dari masyarakat lokal, yang
kehidupan ekonominya sangat bergantung pada sumber daya laut (Syukur, 2015).

Jika suatu daerah sudah mendapatkan status Cagar Biosfer, maka masyarakat dan
pemerintah wajib mempertahankan gelar tersebut, begitu juga dengan Wakatobi. Keterlibatan
masyarakat lokal, khususnya komunitas nelayan tradisional seperti Suku Bajo, menjadi faktor
penting dalam keberhasilan kebijakan konservasi laut di Wakatobi (Diyati et al, 2018). Banyak
kebijakan konservasi laut yang sering kali dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat lokal,
yang merasa terbatas aksesnya terhadap sumber daya laut yang menjadi sumber penghidupan
utama mereka. Oleh karena itu, keberhasilan konservasi sangat dipengaruhi oleh dukungan
masyarakat, karena dengan pendekatan yang kolaboratif, masyarakat merasa lebih memiliki
tanggung jawab dalam menjaga kelestarian sumber daya di sekitarnya (Cuong et al., 2018).

Mengenai status Cagar Biosfer UNESCO, pada dasarnya status ini bukan hanya
pengakuan secara simbolis, tetapi mengandung komitmen untuk menjalankan prinsip
konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan secara seimbang. Cagar Biosfer ditetapkan
melalui Program MAB antar pemerintah oleh Direktur Jenderal UNESCO berdasarkan
keputusan Dewan Koordinasi Internasional MAB (MAB-ICC). Status ini diakui secara
internasional, dan Negara Anggota dapat mengajukan lokasi melalui proses penetapan resmi.
Program MAB (Man and Biosphere) merupakan inisiatif utama UNESCO dalam konservasi
keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan hubungan
antara manusia dan lingkungannya. Program ini dilaksanakan dengan arahan dari Negara
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Anggota UNESCO, dengan badan pengatur utamanya adalah Dewan Koordinasi Internasional
MAB (MAB-ICC) (UNESCO, 2023).

Status Cagar Biosfer Dunia diberikan kepada kawasan-kawasan yang memiliki
keanekaragaman hayati yang tinggi serta berperan penting dalam melindungi ekosistem melalui
pendekatan berbasis manusia. Kawasan seperti Wakatobi mendapatkan pengakuan sebagai
Cagar Biosfer berdasarkan kemampuan untuk mengelola keseimbangan antara pelestarian
lingkungan, pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi
setempat. Namun, jika kebijakan konservasi di Wakatobi tidak diimplementasikan secara efektif,
ini dapat memengaruhi kualitas ekosistem, yang pada akhirnya bisa berdampak pada penilaian
UNESCO terhadap status Cagar Biosfernya.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam ilmu hubungan internasional, terdapat konsep-konsep yang relevan dalam
memahami kebijakan konservasi laut dan peran strategis negara-negara dalam melindungi
sumber daya alam maritim. Kebijakan konservasi laut tidak hanya terkait dengan aspek
lingkungan, tetapi juga berhubungan erat dengan politik internasional, kerjasama lintas batas,
dan komitmen terhadap perjanjian global. Dalam konteks pengelolaan Wakatobi sebagai Cagar
Biosfer UNESCO, beberapa teori utama yang dapat digunakan untuk memahami dinamika ini
meliputi teori pembangunan berkelanjutan dan teori manajemen kawasan perlindungan laut.
Kedua teori ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan ekologi dan sosial, tetapi
juga menjelaskan peran penting kebijakan maritim dalam hubungan internasional dan upaya
konservasi laut.

A. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory,)

Teori Pembangunan Berkelanjutan, yang diperkenalkan oleh Brundtiand Commission
dalam laporan Our Common Future (1987), menjadi fondasi penting dalam pendekatan
kebijakan lingkungan global, termasuk dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi laut.
Teori ini menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa
mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka
sendiri. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara
tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks kebijakan konservasi laut,
pembangunan berkelanjutan mencakup perlindungan ekosistem dan keanekaragaman
hayati sembari mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat
lokal. Hal ini sangat relevan di kawasan Cagar Biosfer Wakatobi, di mana terumbu karang
yang kaya akan keanekaragaman hayati laut harus dilindungi sambil mengakomodasi sektor
ekonomi lokal seperti perikanan dan pariwisata bahari yang berkelanjutan. Penerapan teori
ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut tidak hanya menjaga
ekosistem, tetapi juga mendukung mata pencaharian masyarakat setempat yang bergantung
pada laut sebagai sumber daya utama.
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Pada tingkat internasional, konsep pembangunan berkelanjutan juga menjadi prinsip
utama dalam berbagai perjanjian global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB
(SDG), khususnya SDG 14 yang berfokus pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan
dari sumber daya laut. Dalam implementasinya, negara-negara anggota, termasuk
Indonesia, berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan
dalam kebijakan maritim mereka, guna melindungi ekosistem laut dan mendukung
kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Oleh karena itu, teori ini
menuntut pendekatan holistik yang mencakup pengelolaan sumber daya secara hati-hati,
pengembangan ekonomi lokal yang bertanggung jawab, serta pelibatan masyarakat lokal
dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi.

B. Teori Tata Kelola Global (Global Governance Theory)

Teori Tata Kelola Global (Global Governance Theory) adalah pendekatan dalam ilmu
hubungan internasional yang menyoroti pentingnya koordinasi dan kerja sama lintas batas
negara untuk menangani isu-isu global yang kompleks, seperti perubahan iklim, konservasi
lingkungan, dan keamanan internasional. Tata kelola global mengacu pada mekanisme,
kebijakan, aturan, serta proses kolaboratif yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional,
termasuk negara-negara, organisasi internasional (seperti PBB dan UNESCO), sektor swasta,
dan masyarakat sipil. Melalui pendekatan ini, teori tata kelola global berusaha menjawab
pertanyaan tentang bagaimana berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan otoritas
berbeda dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam isu-isu global (Rosenau,
1992).

Dalam konteks konservasi lingkungan, teori tata kelola global memberikan
pemahaman tentang peran organisasi internasional dan kebijakan multilateral dalam
menjaga keseimbangan ekologis di wilayah-wilayah yang penting secara global, seperti
kawasan Cagar Biosfer. Misalnya, penetapan Wakatobi sebagai Cagar Biosfer UNESCO
menunjukkan bahwa kawasan ini tidak hanya menjadi perhatian lokal atau nasional, tetapi
juga menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk melindungi dan
melestarikannya. Dalam hal ini, UNESCO berperan sebagai lembaga pengawas dan
fasilitator yang membantu memandu dan mendukung upaya pelestarian lingkungan yang
dilakukan oleh pemerintah lokal dan nasional, serta memastikan bahwa standar konservasi
yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi global. Dalam konteks Wakatobi,
teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana standar konservasi yang ditetapkan
UNESCO berupaya diimplementasikan di tingkat lokal, serta untuk melihat peran UNESCO
dalam mengawasi, mendukung, atau mengevaluasi efektivitas konservasi di kawasan
tersebut.
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3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk menganalisis kebijakan
konservasi laut di Wakatobi dan implikasinya terhadap status Cagar Biosfer UNESCO. Sumber
data utama dalam penelitian ini berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, laporan, dan dokumen
terkait yang membahas kebijakan konservasi laut, pengelolaan kawasan konservasi, serta studi
kasus implementasi kebijakan di Wakatobi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan
menelusuri literatur yang relevan melalui database akademik dan publikasi terpercaya. Data
yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi konsep-konsep
utama, perdebatan teoretis, serta temuan empiris dari penelitian terdahulu. Analisis dilakukan
untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan konservasi yang
efektif serta implikasinya terhadap pelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat di
Wakatobi.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kesenjangan antara Kebijakan Konservasi Laut dan Implementasinya di Wakatobi

Konservasi laut di Wakatobi bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan
mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Kebijakan-kebijakan ini, meskipun secara
prinsip ideal, sering kali mengalami tantangan dalam implementasinya. Penelitian
menunjukkan bahwa terdapat dua otoritas utama yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan Wakatobi, namun koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak ini sering kali
tidak berjalan dengan baik, sehingga menghambat keberlanjutan kawasan konservasi
tersebut (Adimu et al., 2018). Kesenjangan antara kebijakan konservasi laut di Wakatobi dan
implementasinya di lapangan menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat upaya
pelestarian lingkungan laut dan optimalisasi peran Wakatobi sebagai Cagar Biosfer
UNESCO. Meskipun secara formal kawasan ini telah diakui secara internasional dan
diposisikan sebagai salah satu cagar biosfer dunia, masalah mendasar muncul dalam bentuk
lemahnya pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan, kurangnya Kketerlibatan
masyarakat lokal, serta ketidakselarasan antara tujuan konservasi dan kepentingan ekonomi
setempat. Kesenjangan ini menimbulkan tantangan dalam mengharmoniskan tujuan
konservasi dengan kepentingan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada
sumber daya laut. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah minimnya adaptasi
kebijakan konservasi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal, seperti yang
tercermin dalam penelitian yang menyoroti ketidakcocokan antara rencana pengelolaan
Taman Nasional Wakatobi dan kebutuhan masyarakat Bajo (Elliott et al., 2001).

Salah satu aspek yang sering dikemukakan dalam berbagai penelitian adalah
kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Taman
Nasional Wakatobi. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan ini, sementara pemerintah daerah
memiliki wewenang dalam mengelola pembangunan ekonomi lokal, termasuk sektor
pariwisata. Namun, sering kali terjadi tumpang tindih peran dan ketidakjelasan tanggung
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jawab antara dua otoritas ini. Akibatnya, kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat sering
kali tidak diimplementasikan secara optimal di lapangan, atau bahkan bertentangan dengan
kepentingan pembangunan lokal yang lebih fokus pada ekonomi pariwisata dan
pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini diperkuat oleh temuan Adimu et al. (2018) yang
menegaskan pentingnya koordinasi antarotoritas untuk memastikan kelestarian kawasan
konservasi, yang selama ini seringkali menjadi titik lemah dalam pengelolaan kawasan laut
di Wakatobi (Adimu et al., 2018).

Masalah lain yang muncul adalah kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam
pengambilan keputusan terkait kebijakan konservasi. Wakatobi adalah rumah bagi
komunitas Suku Bajo, yang secara tradisional sangat bergantung pada laut sebagai sumber
penghidupan. Namun, kebijakan yang diterapkan sering kali tidak memperhitungkan
kebutuhan dan kearifan lokal mereka, yang menyebabkan resistensi dari masyarakat
setempat. Banyak nelayan lokal, terutama komunitas Bajo, menolak kebijakan yang mereka
anggap membatasi akses mereka terhadap sumber daya laut tanpa memberikan alternatif
ekonomi yang memadai. Mereka tetap mengakses sumber daya laut secara diam-diam
sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak adil dan tidak
mendukung kesejahteraan mereka (Lynch & Turner, 2021).

Kurangnya dukungan ekonomi bagi masyarakat nelayan ini semakin memperparah
kondisi. Meskipun terdapat program-program yang dirancang untuk membantu mereka
beralih ke sektor yang lebih berkelanjutan, seperti budidaya ikan dan ekowisata, banyak
program ini tidak berjalan dengan baik. Inisiatif ekowisata yang melibatkan komunitas Bajo
tidak didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang memadai, sehingga nelayan masih tetap
bergantung pada metode penangkapan tradisional yang sering kali tidak berkelanjutan.
Selain itu, ketidaktersediaan pasar dan akses yang terbatas ke teknologi modern menjadi
penghalang utama bagi mereka untuk beradaptasi dengan kebijakan konservasi yang lebih
ramah lingkungan (Marlina et al., 2020).

Selain dari aspek ekonomi dan sosial, penegakan hukum yang lemah juga menjadi
faktor signifikan yang berkontribusi terhadap kesenjangan implementasi kebijakan.
Meskipun Wakatobi memiliki status cagar biosfer, berbagai praktik penangkapan ikan ilegal
dan aktivitas destruktif lainnya, seperti penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan,
masih terus berlangsung. Kurangnya pengawasan yang efektif di lapangan menyebabkan
aturan konservasi tidak diindahkan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya sumber
daya manusia dan logistik untuk mendukung penegakan hukum di kawasan seluas ini, serta
ketidakjelasan dalam sanksi bagi para pelanggar. Akibatnya, pelanggaran terhadap aturan
konservasi sering kali tidak mendapatkan tindak lanjut yang tegas, sehingga mendorong
perilaku ilegal tetap berlanjut (Tam, 2015).

Di sisi lain, sektor pariwisata di Wakatobi yang berkembang pesat juga membawa
tantangan tersendiri. Wakatobi telah menjadi salah satu destinasi wisata bahari terkemuka
diIndonesia, yang menawarkan keindahan terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut
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yang luar biasa. Namun, perkembangan pariwisata yang tidak terkontrol menambah
tekanan pada ekosistem laut. Kerusakan terumbu karang akibat aktivitas wisata, seperti
snorkling dan menyelam yang tidak teratur, semakin memperburuk kondisi ekosistem laut.
Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas
wisatawan, serta minimnya edukasi tentang praktik pariwisata berkelanjutan. Meskipun
pariwisata membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, tanpa perencanaan yang
matang, potensi jangka panjang dari ekowisata berkelanjutan dapat terancam (Yulius et al.,
2015).

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan
partisipatif, di mana masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan
implementasi kebijakan konservasi. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperkuat
koordinasi mereka, sehingga kebijakan konservasi yang dirumuskan dapat berjalan secara
harmonis dengan tujuan pembangunan ekonomi lokal. Di sisi lain, pengawasan lapangan
harus ditingkatkan melalui penambahan sumber daya manusia dan teknologi yang
memadai, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar aturan konservasi.

Menurut penelitian Kenchington dan Agardy (1990), program cagar biosfer UNESCO
didasarkan pada manajemen konservasi berkelanjutan, terutama di ekosistem laut, di mana
intervensi manusia yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif pada kesehatan ekosistem
secara keseluruhan. Cagar biosfer laut memerlukan pengaturan yang menekankan
pengelolaan dampak manusia dalam kapasitas ekosistem. Dalam konteks Wakatobi,
lemahnya implementasi kebijakan, seperti kurangnya pengawasan dan penegakan hukum
terhadap penangkapan ikan ilegal serta pengelolaan pariwisata yang tidak terkontrol, dapat
mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut lainnya.
Apabila praktik-praktik ini dibiarkan, ekosistem yang rusak tidak akan mampu memenuhi
kriteria keberlanjutan yang diharapkan dari sebuah cagar biosfer, yang dapat memicu
evaluasi ulang statusnya oleh UNESCO (Kenchington & Agardy, 1990).

Lebih lanjut, program cagar biosfer bertujuan tidak hanya untuk melindungi
keanekaragaman hayati, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan sosial-ekonomi
masyarakat setempat. Dalam banyak kasus, pengelolaan kawasan konservasi sering kali
menghadapi tantangan yang berhubungan dengan konflik kepentingan antara tujuan
konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal. Kegagalan untuk mengelola konflik
ini secara efektif dapat mengurangi dukungan masyarakat terhadap kebijakan konservasi.
Dalam jangka panjang, ketidakharmonisan antara kebutuhan lokal dan tujuan konservasi
dapat melemahkan kualitas pengelolaan kawasan, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi
status UNESCO kawasan tersebut jika kawasan tidak lagi memenuhi standar keberlanjutan
yang diharapkan (Nguyen et al., 2020).

Secara keseluruhan, ketidakefektifan implementasi kebijakan konservasi laut di
Wakatobi memang tidak serta-merta mencabut status UNESCO. Namun, kerusakan
ekosistem dan kurangnya dukungan masyarakat dapat menurunkan kualitas manajemen
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kawasan hingga tidak lagi memenuhi standar UNESCO. Hal ini berpotensi menempatkan
status cagar biosfer Wakatobi dalam risiko jika tidak segera diperbaiki melalui penguatan
koordinasi, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat yang lebih baik.

4.2 Peran Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Keberhasilan Kebijakan Konservasi Laut

Wakatobi pada Juli 2012 terpilih sebagai Cagar Biosfer Dunia oleh UNESCO adalah
tidak lepas dari peran serta masyarakat adatnya (Diyati, et al., 2018). Keterlibatan masyarakat
lokal, khususnya nelayan dan komunitas pesisir seperti Suku Bajo, sangat penting dalam
memastikan keberhasilan kebijakan konservasi laut di Wakatobi. Sebagai komunitas yang
secara historis sangat bergantung pada laut, mereka memiliki peran sentral dalam
pelaksanaan kebijakan, terutama karena kehidupan sehari-hari mereka sangat terikat dengan
laut sebagai sumber penghidupan. Meskipun demikian, tantangan utama dalam
pelaksanaan kebijakan konservasi laut di Wakatobi adalah kurangnya keterlibatan dan
partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, yang sering kali
mengarah pada resistensi dan pelanggaran aturan konservasi.

Kebijakan konservasi di Wakatobi sering kali tidak memperhitungkan aspek-aspek
sosial-ekonomi masyarakat lokal, terutama bagi kelompok nelayan minoritas. Mereka sering
merasa terpinggirkan dalam proses perumusan kebijakan, yang dianggap lebih banyak
dikendalikan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) tanpa masukan yang
cukup dari masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan resistensi terhadap kebijakan yang
diberlakukan, karena masyarakat lokal menganggap kebijakan tersebut membatasi akses
mereka ke sumber daya laut yang mereka andalkan untuk hidup. Dalam kasus Wakatobi,
komunitas Bajo merasa bahwa penerapan kawasan konservasi mengurangi kemampuan
mereka untuk mencari natkah, dan mereka seringkali melanggar aturan karena tidak ada
alternatif ekonomi yang memadai yang disediakan oleh pemerintah (Lynch & Turner, 2021).

Selain itu, pendekatan konservasi yang diterapkan di Wakatobi seringkali terlalu
berfokus pada perlindungan lingkungan laut tanpa mempertimbangkan kebutuhan
masyarakat lokal. Rencana zonasi Taman Nasional Wakatobi tidak sepenuhnya
memperhitungkan kebutuhan ekonomi masyarakat Bajo dan komunitas lain yang tinggal di
wilayah tersebut. Zonasi yang ketat dan pembatasan akses sering kali mengabaikan realitas
hidup masyarakat yang telah hidup bergantung pada sumber daya laut selama berabad-
abad. Kegagalan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan
kawasan konservasi menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap aturan konservasi yang
diberlakukan, dan pada akhirnya, kebijakan tersebut tidak efektif (Elliott et al., 2001).

Lebih lanjut, salah satu penyebab kegagalan partisipasi masyarakat dalam kawasan
konservasi laut di Wakatobi adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak
pengelola dan masyarakat nelayan. Konsultasi publik yang dilakukan sebelum kebijakan
diterapkan sering kali tidak memperhitungkan ritme kehidupan masyarakat nelayan, yang
memiliki pola hidup dan bekerja yang berbeda dengan otoritas pengelola kawasan.
Misalnya, waktu pertemuan atau konsultasi sering tidak sesuai dengan jadwal kerja para
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nelayan, sehingga mereka jarang terlibat dalam diskusi penting tentang aturan yang akan
berdampak langsung pada hidup mereka. Akibatnya, kebijakan konservasi yang diterapkan
sering kali dirasa asing oleh masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya
kepatuhan dan munculnya konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat setempat
(Tam, 2015).

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat lokal bukan hanya penting sebagai bentuk
legitimasi kebijakan, tetapi juga sebagai strategi yang efektif untuk mencapai keseimbangan
antara konservasi dan keberlanjutan ekonomi. Pendekatan konservasi berbasis masyarakat
yang lebih inklusif dan partisipatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas
kebijakan konservasi laut di Wakatobi. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses
pengambilan keputusan memungkinkan kebijakan lebih adaptif terhadap kebutuhan
ekonomi dan sosial lokal, yang pada gilirannya meningkatkan komitmen masyarakat dalam
mendukung tujuan konservasi. Dalam hal ini, dialog yang lebih terbuka antara pemerintah,
NGO, dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang
dirumuskan memperhitungkan berbagai kepentingan yang ada di kawasan tersebut (Adimu
et al., 2018).

Tidak hanya itu, ekowisata berbasis komunitas juga dapat menjadi salah satu solusi
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam konservasi laut, sekaligus
menyediakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Wisata berbasis masyarakat yang
melibatkan komunitas Bajo di Wakatobi memiliki potensi besar untuk menjadi sumber
pendapatan yang berkelanjutan, sembari tetap menjaga kelestarian lingkungan laut (Marlina
et al.,, 2020). Dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah, masyarakat
Bajo dapat dilibatkan dalam pengelolaan destinasi ekowisata, yang tidak hanya akan
meningkatkan taraf ekonomi mereka, tetapi juga memperkuat komitmen mereka terhadap
pelestarian lingkungan laut. Namun, inisiatif ini perlu disertai dengan pendampingan dan
pelatihan yang memadai, sehingga masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk mengelola
pariwisata secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem laut.

Pariwisata bahari dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, tetapi
diperlukan strategi kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa pengembangan ini
selaras dengan upaya konservasi lingkungan (Yulius et al., 2016). Oleh karena itu,
pengelolaan konservasi laut di Wakatobi harus lebih memperhatikan aspek kesenjangan
antara kebijakan dan implementasi, serta pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam
proses tersebut. Tanpa adanya partisipasi yang aktif dan integratif dari masyarakat setempat,
kebijakan yang dirumuskan akan sulit untuk mencapai tujuan-tujuan konservasi yang
diharapkan. Pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan
serta adaptasi kebijakan terhadap kondisi sosial dan ekonomi setempat merupakan kunci
keberhasilan konservasi di kawasan Cagar Biosfer Wakatobi.
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5. KESIMPULAN

Sebagai Cagar Biosfer UNESCO, Wakatobi memiliki peran penting dalam konservasi laut
global dan mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pelestarian keanekaragaman hayati.
Kawasan ini dikenal akan kekayaan ekosistemnya, termasuk terumbu karang yang terletak di
Coral Triangle atau "Segitiga Terumbu Karang", namun tantangan implementasi kebijakan
konservasi di Wakatobi terus mempengaruhi efektivitas upaya pelestarian ini. Meskipun
kebijakan konservasi telah dirancang melalui zonasi dan aturan perlindungan, terdapat
kesenjangan signifikan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Lemahnya koordinasi
antarotoritas, kurangnya pengawasan, serta keterbatasan dalam keterlibatan masyarakat lokal,
khususnya komunitas Bajo yang sangat bergantung pada sumber daya laut, mengakibatkan
resistensi terhadap kebijakan yang dianggap membatasi tanpa memberikan alternatif
penghidupan yang memadai. Kondisi ini menurunkan efektivitas konservasi dan berpotensi
mengancam status UNESCO Wakatobi. Ketidakefektifan implementasi kebijakan konservasi laut
di Wakatobi tidak serta-merta mencabut status UNESCO. Namun, kerusakan ekosistem dan
kurangnya dukungan masyarakat dapat menurunkan kualitas manajemen kawasan hingga tidak
lagi memenuhi standar UNESCO, yang berpotensi menempatkan status cagar biosfer Wakatobi
dalam risiko jika tidak segera diperbaiki melalui penguatan koordinasi, penegakan hukum, dan
keterlibatan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih partisipatif dan
inklusif sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan Wakatobi sebagai kawasan
konservasi. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dapat menjadi strategi utama untuk
menjaga kelestarian ekosistem sambil mendukung ekonomi lokal.
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